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ABSTRAK :  Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 

tentang keterbukaan informasi publik dan untuk mewujudkan pelayanan 

informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan seederhana, 

melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada struktur Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kaabupaten Lembata.   
 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata 

ini adalah :  

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun Tahun 2009 tentang Layanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan umum, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi 

Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Peraturan Komisi 



Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.  

 

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak         

                          tanggal dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2021.  

                          Lampiran 4 halaman.  

 


